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Abstrak
Aspek perjanjian baku dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan yang diangkat oleh penyusun adalah  mengenai dasar hukum pembentukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  dan mekanisme pembuatan perjanjian baku dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, Maka metode peneitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa pentingnya perlindungan konsumen dengan penerapan asas perjanjian dalam pembuatan, pelaksanaan  perjanjian baku dan mekanisme perlindungan konsumen, serta pengawasannya berupa upaya hukum dalam kerangka perlindungan konsumen yang telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Kata kunci : Aspek Hukum
ASPECTS OF AGREEMENT IN CONNECTION WITH RAW LAW NUMBER 8 1999 ON CONSUMER PROTECTION
Abstract
Aspects of the standard contract in relation to Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Issues raised by the authors is the legal basis for the establishment of standard contract in relation to Law No. 8 of 1999 and the standard treaty-making mechanisms in relation to consumer protection, then the method used is the method of fieldwork normative research. Based on the results of this research is that the importance of the application of the principle of consumer protection in the treaty-making, implementation of standard contract and consumer protection mechanisms, and supervision of actions within the framework of consumer protection laws that have been set forth in Article 18 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection.
Keywords: Legal Aspects
I. PENDAHULUAN
Sebagaimana diketahui, bahwa tantangan bangsa Indonesia dalam pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan  masyarakat maju, adil, makmur dan mandiri, dari keterbukaan itu akan memberikan begitu banyak tantanan baik sebagai konsumen, produsen/pengusaha ataupun sebagai pemerintah. Salah satu aspeknya adalah bahwa akan semakin meningkat permasalahan perjanjian  baku dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan konsumen pada hakekatnya bertujuan melindungi kepentingan masyarakat atau setiap pihak termasuk produsen dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah melakukan pembinaan termasuk pemberian sanksi atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha yang tidak menerapkan asas itikad baik dalam melakukan kegiatannya. Di Indonesia, hukum  perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisikan apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (bah. Inggris “Optional Law”), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu.
 Keterbukaan dan kebebasan ini dapat menimbulkan ketimpangan dalam pembuatan perjanjian. Dalam perjanjian sewa beli yang dilakukan beberapa perusahaan yang hanya memperlihatkan para konsumen tidak diperkenankan turut serta dalam menentukan isi perjanjian dan pembuatan perjanjian yang dibuat secara sepihak. Demikian pula, ketika menanda tangani naskah perjanjian mereka kurang memperhatikan dan memahami isi perjanjian, sehingga dalam pelaksanaannya terasa cukup memberatkan, misalnya beban biaya administrasi serta keuntungan perusahaan yang relatif tinggi. Disinilah diperlukannya campur tangan pemerintah dalam melindungi konsumen. Perlindungan itu tidak hanya pada saat pembuatan perjanjian namun  juga dalam pelaksanaannya dan dalam dunia bisnis permasalahan seperti itu harus segera diselesaikan agar konsumen betul-betul terlindungi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh penyusun dalam penelitian ini adalah meliputi; 1) Apakah dasar hukum  pembentukan perjanjian baku menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; 2) Bagaimana mekanisme pembuatan perjanjian baku dalam upaya  perlindungan konsumen ? 
Adapun tujuan dan manfaat dalam penyusunan ini yang dapat penyusun kemukakan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui dasar hukum pembentukan perjanjian baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam mekanisme pembuatan perjanjian baku dalam kerangka perlindungan konsumen; 2) sedangkan manfaat dari penelitian adalah dapat memberikan nilai dan hasil guna bagi semua pihak baik yang terkait maupun tidak (masyarakat umum), baik manfaat secara akademik maupun teoritik dan  peraktis.
Metode penelitian yang yang digunakan oleh penyusun dalam penulisan ini adalah penelitian normatif yaitu melakukan pengkajian yang terdiri dari penelitian kepustakaan.
II. PEMBAHASAN
A. Dasar Hukum Pembentukan Perjanjian Baku Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen
Ada dua asumsi dalam melihat posisi konsumen di era pasar bebas yaitu :

a. Posisi konsumen diuntungkan. Logika gagasan ini adalah, dengan adanya liberalisasi perdagangan arus ke luar masuk barang menjadi semakin lancar. Oleh karena itu, konsumen lebih banyak punya pilihan dalam menentukan berbagai kebutuhan, baik berupa barang dan jasa, dari jenis/macam barang, mutu, maupun harga.
b. Posisi konsumen khususnya di negara berkembang dirugikan. Alasanya masih lemahnya pengawasan di bidang standardisasi mutu barang, lemahnya produk perundang-undangan, akan menjadikan konsumen negara dunia ketiga menjadi sampah berbagai produk yang di negara maju tidak memenuhi persyaratan untuk dipasarkan. Contoh kasus buah impor. Di negara maju buah impor ditolak karena kandungan/residu pestisida di atas ambang batas yang membahayakan kesehatan, sementara di negara berkembang bebas masuk karena belum ada standardisasi mutu buah impor.

Permasalahannya, prasyarat-prasyarat apa yang harus ada dalam pranata hukum Indonesia, agar era perdagangan bebas bagi konsumen benar-benar menjadi anugerah, bukan sebaliknya justru menjadi musibah. Anggapan dasar dalam pasar bebas adalah adanya arus informasi yang sempurna yang memberi kemungkinan pada pembeli dan penjual untuk memilih barang dan jasa secara rasional, serta adanya kemudahan keluar masuk barang ke dalam pasar tanpa halangan.
Secara umum dan mendasar, hubungan antara pelaku usaha (perusahaan penghasil barang dan/atau jasa) dengan konsumen (pemakai akhir dari barang dan/atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain.

Keadaan-keadaan seperti di atas, pada dasarnya akan sangat mempengaruhi dan menciptakan kondisi perjanjian yang juga sangat bervariasi. Dalam hubungan hukum seringkali melemahkan posisi konsumen karena secara sepihak para pelaku usaha /distributor sudah menyiapkan satu kondisi perjanjian dengan adanya perjanjian baku, yang syarat-syaratnya secara sepihak ditentukan pula oleh pelaku usaha atau jaringan distributornya.
Oleh karena itu perlunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi pelaku usaha. Proses sampai hasil produksi barang atau jasa dilakukan tanpa campur tangan konsumen sedikit pun. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab. Namun, semua tujuan tersebut hanya dapat dicapai bila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara konsekuen. Untuk mewujudkan harapan tersebut, perlu dipenuhi beberapa persyaratan minimal, antara lain :
 1) Hukum perlindungan konsumen harus adil bagi konsumen maupun pelaku usaha, jadi tidak hanya membebani pelaku usaha dengan tanggung jawab, tetapi juga melindungi hak-haknya untuk melakukan usaha dengan jujur; 2) Aparat pelaksana hukumnya harus dibekali dengan sarana yang memadai dan disertai dengan tanggung jawab; 3) Peningkatan kesadaran konsumen akan hak-haknya; 4) Mengubah system nilai dalam masyarakat ke arah sikap tindak yang mendukung pelaksanaan perlindungan konsumen. 
Sejumlah besar aturan hukum yang membentuk hukum kontrak menemukan asal-usul dan dasarnya pada prinsip-prinsip hukum umum. Prinsip.prinsip ini secara umum sebagai pemikiran-pemikiran dasar, fondasi dasar ideologi dan aturan-aturan hukum. 

Hukum Kontrak masih di dukung oleh sejumlah prinsip-prinsip hukum. Adapun prinp-prinsip tersebut antara lain :
 1) Prinsip bahwa pada umumnya persetujuan-persetujuan diadakan tidak secara formil, melainkan secara konsensual, artinya bahwa hal-hal itu terjadi melalui persesuaian kehendak atau consensus para pihak. Hal ini dapat kita sebut prinsip konsensualisme; 2) Prinsip bahwa para pihak harus memenuhi apa yang mereka terima sebagai kewajiban masing-masing atau sebagaimana Pasal 1374 ayat l KUH Perdata dan, Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata: “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Maka untuk selanjutnya kita berbicara di sini tentang prinsip kekuatan mengikatnya persetujuan. Di dalam KUH Perdata hal itu tertera pula persetujuan mempunyai akibat hukum yang diperjanjikan oleh para pihak ; 3) Prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip ini bertujuan bahwa pada umumnya kita dapat mengadakan persetujuan sesuai dengan pilihan bebas kita. Hal ini dapat pula meliputi bahwa setiap orang bebas mengadakanatau tidak mengadakan persetujuan; mengadakan persetujuan dengan siapa kita kehendaki; menentukan isi, daya kerja dan persyaratan-persyaratan persetujuan sesuai dengan pandangan sendiri, menuangkannya ke dalam bentuk tertentu atau tidak dan tunduk pada ketentuan-ketentuanperundang-undangan tertentu yang kita pilih.
2. Perlindungan Terhadap Perbuatan Curang Melalui Kecermatan Berkontrak.
Kontrak tidak selalu menguntungkan pihak pemakainya. Dalam keadaan tertentu bentuk hukum ini bahkan dapat menyulitkan pemakainya. Mereka harus berhadapan dengan risiko-risiko, yang kadang-kadang sulit diperhitungkan sejak awal, yang timbul dari sifat-sifat dasar kontrak. Dua sumber masalah yang sering menjadi pemicu timbulnya sengketa adalah: pertama, kecermatan dalam berkontrak, dan kedua, itikad baik para pihak. Perbuatan curang pada prinsipnya sebagai berikut :

Sumber pertama berkaitan dengan wawasan hukum pihak-pihak pembentuk kontrak, keahlian para pihak menggunakan saluran-saluran hukum yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kontrak, kemampuan para pihak atau kuasa hukumnya memperhitungkan risiko yang dapat timbul dari setiap klausula yang ditetapkan dalam kontrak, kemampuan bernegosiasi, kemampuan memperhitungkan kelengkapan materi kontrak dan kecermatan dalam membuat rumusan-rumusan klausula yang dapat memperkecil risiko dan membangun kontrak yang bersifat bersih, terbuka, dan adil (bonafide).
Sumber kedua berkaitan dengan kejujuran dan kualitas mental para pihak. Tidak sedikit pelaku bisnis menyimpan niat atau strategi bisnis, untuk mewujudkan target- target bisnisnya, yang secara sengaja disembunyikan atau tidak dimasukkan sebagai item pembicaraan dalam negosiasi. Target-target demikian dalam dunia bisnis sering disebut implied target, yaitu target bisnis yang secara sengaja tidak ditawarkan secara eksplisit dalam proses negosiasi dan secara diam-diam hendak diwujudkan melalui kelemahan-kelemahan klausula pihak lawan yang secara sengaja dikondisikan demikian.
Sistem hukum kontrak lndonesia, hingga saat ini, masih didasarkan kepada Pasal 1338 KUH Perdata  yang mensyaratkan terbentuk dan sahnya perjanjian berdasarkan kesepakatan para pihak. Padahal dewasa ini cenderung berkembang bentuk-bentuk kontrak standar yang umumnya, diberlakukan oleh pihak mitra asing. Kontrak standar adalah formulasi kontrak yang rumusannya telah ditentukan (ditetapkan) secara sepihak oleh salah satu pihak transaksi, dalam konteks ini, mitra asing yang akan menjadi mitra bisnis pihak mitra lndonesia.
B. Mekanisme Pembuatan Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian memang secara hukum perdata diakui sah karena tidak adanya unsur pemaksaan kehendak di dalamnya, yakni jika konsumen menyetujui perjanjian maka ia sudah tahu segala sesuatu risiko yang akan ditanggungnya namun jika ia menolak perjanjian baku maka para pengusaha tidak akan memaksanya.

Praktiknya konsumen demi memenuhi kebutuhan hidupnya tidak jarang juga menyetujui perjanjian baku yang telah terlebih dahulu ditetapkan oleh pengusaha. Melihat kondisi demikian, sering kali pengusaha membuat isi perjanjian baku itu cenderung menguntungkan dirinya sendiri, sehingga timbul ketidak seimbangan hak dan kewajiban antara pengusaha dengan konsumen. Seperti adanya klausa eksonerasi atau dalam system common law disebut exculpatory clause. Klausula eksonerasi adalah klausa yang mengalihkan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lainnya, misalnya penjual tidak mau bertanggung jawab atas kualitas barang yang dijualnya, sehingga dicantumkan klausa bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. 
Berdasarkan kondisi yang tidak seimbang ini, UU Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan kepada konsumen dari tindakan sewenang-wenang dari pengusaha terkait pemakaian perjanjian baku dalam setiap pelayanan kontak. Dalam hal ini, UU Perlindugan Konsumen mengatur mengenai ketentuan apa saja yang boleh dimasukan kedalam perjanjian baku dan hal yang dilarang untuk dicantumkan, dengan tujuan agar konsumen tidak dirugikan. Pengaturan mengenai peranjian baku tersebut diatur dalam Pasal 18 No. 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan Konsumen , yang dinyatakan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk perdagangan dilarang membuat dan /atau mencantumkan perjanjian baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian apabila:

a. Menyerahkan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha
b. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang diberi oleh konsumen secara angsuran.
c. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang dan pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
d. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
e. Menyatakan tunduknya konsumen terhadap peraturan yang berupa aturan banar, tambahan, lanjutan, dan pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. 

f. Menyatakan bahwa konsumen membrikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak menjamin terhadap barang diberi oleh konsumen secara angsuran

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan perjanjian baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti.
3. Setiap perjanjian baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan perjanjian baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, berpendirian bahwa perjanjian baku adalah sah, akan tetapi undang-undang ini melarang pencantuman klausula baku yang bersifat berat sebelah dan jika dicantumkan dalam perjanjian, maka klausula baku tersebut adalah batal demi hukum. Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan klausula baku yang dilarang untuk dicantumkan pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat 2 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letaknya dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Pencantuman klausula seperti ini juga dinyatakan batal demi hukum.
Dengan demikian, tampaklah peranan UU Perlindungan Konsumen untuk melindungi konsurnen tertadap pengguaan perjanjian baku yang telah terlebih dahulu ditetapkan oleh pelaku usaha dengan memberikan batasan-batasan tertentu yang tidak menghilangkan hak dari sehingga terdapatrya keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Jika terhadap konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha baik yang berkaitan dengan perjanjian baku yang menjebak konsumen atau pun hal-hal lain yang merugikan hak dan kepentinga konsumen maka konsumen dapat mengajukan gugatan dan menuntut pelaku usaha sesuai dengan hukum yang berlaku.

III.  PENUTUP
A. Simpulan
Adapun simpulan yang dapat penyusun kemukakan adalah; 1)Dasar hukum perjanjian baku yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Dalam Pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 dijelaskan mengenai larangan pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan penempatan  tulisan yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, yang pengungkapannya sulit dimengerti. Sedangkan dalam ayat 3 dan ayat 4  mengatur akibat hukum pembentukan klausula baku dan menyesuikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999; 2) Mekanisme pembuatan perjanjian baku dalam kaitannya dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen antara lain Setiap pengaturan mengenai perjanjian baku tersebut diatur dalam Pasal 18 No. 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan Konsumen, dimana pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk perdagangan dilarang membuat dan /atau mencantumkan perjanjian baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian apabila: Menyerahkan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha, menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang diberi oleh konsumen secara angsuran. Pelaku usaha dilarang mencantumkan perjanjian baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti. Setiap perjanjian baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diyatakan batal demi hukum. Pelaku usaha wajib menyesuaikan perjanjian baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.
B. Saran
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diajukan saran untuk menghindari  berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian baku antara konsumen dengan pelaku usaha, mengenai kontrak yang telah dibuat secara sepihak (pelaku usaha), maka perlu ada perumusan kontrak yang lebih bernuansa perlindungan kepada konsumen, bentuknya tidak saja dibuat oleh pelaku usaha, juga perlu melibatkan kedua belah pihak (pelaku usaha dan konsumen). Ini dimaksudkan semata-mata untuk kepentingan pelaku usaha dan konsumen.

.
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